KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-25/PJ/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Menimbang :

Mengingat

(SPT MASA PPN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan monitoring

kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai;

. bahwa untuk pengamanan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

dari pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang tidak sesuai

dengan ketentuan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ /2010 tentang Bentuk,
Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai {(SPT Masa PPN);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999j;



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang
Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara
Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian
Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 /PMK.03/2009;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang
Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran
Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara
Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara
Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
80/PMK.03/2010;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 tentang

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;

. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008
tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan
Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan
Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan

Penyedia Jasa Aplikasi (ASP);

. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-215/PJ./2001

tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pemberitahuan;

. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010
tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa
PPN) dan perubahannya;



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA
PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN).

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara
Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013,
diubah, di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni
Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) Dalam hal SPT Masa PPN 1111 Lebih Bayar dan dimintakan
pengembalian (restitusi} dengan pengembalian pendahuluan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, SPT Masa PPN
1111 harus dilampiri dengan seluruh dokumen dalam bentuk

hardcopy berupa:

a. Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Ekspor Jasa
Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, sebagaimana

dilaporkan dalam Formulir 1111 A1l;

b. Faktur Pajak Keluaran dan Nota Retur/Nota Pembatalan,

sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 A2;

c. Pemberitahuan Impor Barang atas Impor Barang Kena Pajak

dan/atau Surat Setoran Pajak atas pemanfaatan Barang Kena



Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar daerah

pabean, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 B1;

d. Faktur Pajak Masukan dan Nota Retur/Nota Pembatalan,

sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111 B2;

e. Faktur Pajak Masukan dan/atau Nota Retur/Nota

Pembatalan, sebagaimana dilaporkan dalam Formulir 1111
B3.

(2) Dikecualikan dari ketentuan melampirkan dokumen dalam
bentuk hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf d dan huruf e, dalam hal dokumen tersebut berupa Faktur

Pajak yang berbentuk elektronik (e-faktur).

(3) SPT Masa PPN 1111 Lebih Bayar Restitusi yang tidak memenuhi
ketentuan ayat (1) dan (2) dianggap SPT tidak lengkap.

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2014

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
EPALA BAGIAN UMUM BERTINDAK
LAKU PEJABAT PENGGANTI
PALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA,

ELIS SISWANTO
NIP 19700615 199703 1 002



